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Penelitian yang dilakukan di pt. Mopoli Raya Medan. Tujuan
penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis
pelaporan  SPT  tahunan  karyawan  dan  untuk  mengetahui  dan
menganalisis penyebab keterlambatan karyawan PT. Mopoli Raya
Medan dalam pelaporan SPT tahunannya.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan
pendekatan  deskriptif,  berupa  hasil  wawancara  dan  tingkat
kepatuhan  wajib  pajak  dari  tahun  2013  sampai  tahun  2017,
teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey
ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis
data  untuk  menarik  kesimpulan  dan  membandingkan  masalah
dengan teori-teori untuk mendukung masalah. 
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  yaitu  Masih  ada  beberapa
karyawan PT. Mopoli Raya Medan yang telat dalam pelaporan SPT tahunnanya.
Penyebab  wajib  pajak  orang  masih  ada  yang  telat  menyampaikan  Surat
Pemberitahuan  Tahunan  orang  pribadi  yaitu  kurangnya  tingkat  pemahaman
tentang penyampaian SPT tahunan, Kelalaian Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk
Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Orang  Pribadi  dan  tingkat
perekonomian
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9BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .
Pembangunan  nasional  merupakan  kegiatan  yang  berlangsung
terusmenerus  yang bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Untuk
dapat  merealisasi  tujuan  tersebut  perlu  banyak  memperhatikan  masalah
pembiayaan  pembangunan.  Salah  satu  usaha  untuk  mewujudkan  kemandirian
suatu  bangsa  atau  negara  dalam  pembiayaan  pembangunan  adalah  dengan
menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Hal ini
membutuhkan peran serta  masyarakat  dalam bentuk kesadaran  dan kepedulian
untuk membayar pajak.
Penerimaan pajak merupakan kontribusi  wajib  pajak dari
orang  pribadi  atau  Badan  kepada  negara  yang  terutang  dan
bersifat memaksa. Menurut pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun
2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun
1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan
menyebutkan  bahwa:  “Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada
Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang
bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak
mendapatkan imbalan secara  langsung serta  digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
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Peranan  pajak  dari  setiap  tahun   ke  tahun  berikutnya
mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  terhadap
penerimaan   pendapatan  negara,  pajak  merupakan  suatu
elemen  yang  memiliki  fungsi  penting  dalam  pendapatan
nasional,  oleh  karena  itu  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang
merupakan  bagian  dari  instansi  pemerintah  di  bawah
Kementerian  Keuangan  melakukan  pengelolaan  sistem
perpajakan di Indonesia agar penerimaan pajak sesuai dengan
yang di inginkan pemerintah. Untuk meningkatkan penerimaan
pajak  Dirjen  Pajak  melakukan  reformasi  pajak  yang  bertujuan
agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang
mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak dan sistem
pemungutan pajak (Fikriningrum, 2012).
Pajak  penghasilan  pasal  21  (PPh  pasal  21)  merupakan
Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji,
upah,  honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan
bentuk dan nama apapun yang sehubungan dengan pekerjaan,
jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam  Negeri  (Waluyo,  2007).  Ketentuan  mengenai  petunjuk
pelaksanaan  pemotongan  pajak  atas  penghasilan  sehubungan
dengan  pekerjaan,  jasa,atau   kegiatan  diatur  dengan  atau
berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI
No.152/PMK.010/2015  tentang  Penetapan  Bagian  Penghasilan
Sehubungan  Dengan  Pekerjaan  Dari  Pegawai  Harian  dan
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Mingguan  serta  Pegawai  Tidak  Tetap  lainnya  Yang  Tidak
Dikenakan  Pemotonngan  Pajak  Penghasilan.  Ketentuan  lebih
lanjut  mengenai  tata  cara  perhitungan Pajak  Penghasilan bagi
pegawai harian atau mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya
diatur  dengan  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  No.PER-
32/PJ/2015  tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau
Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa,
dan Kegiatan Orang Pribadi. 
Kendala  yang  dapat  menghambat  kelancaran  dalam
pengumpulan  pajak  adalah  kepatuhan  wajib  pajak.  Kepatuhan
wajib pajak seharusnya diterapkan dalam setiap individu wajib
pajak  untuk  membayar  pajak  secara  tepat  waktu.  Dengan
adanya kepatuhan wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap
penerimaan  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diartikan
sebagai  suatu tindakan atau sikap seorang Wajib Pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Menurut Widodo (2010, hal 73), tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat
ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange.
Dalam  situasi  demikian,  maka  tingkat  kepatuhan  cendrung  meningkat.  Lebih
lanjut  ketika  pelayanan  yang  diberikan  pemerintah  sesuai  dengan  kebutuhan
warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakuakan secara adil dan transparan,
maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecendrungan meningkat.
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Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat dari penerimaan SPT, baik
SPT  Masa  dan/atau  SPT  Tahunan.  Penerimaan  SPT  oleh  wajib  pajak  sangat
penting,  artinya  wajib  pajak  telah  melaksanakan  kewajiban  pajaknya  sesuai
dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah
klasik  yang  terjadi  di  setiap  kantor  pelayanan  pajak,  isu  kepatuhan  menjadi
penting  karena  dengan  wajib  pajak  yang  patuh,  maka  akan  meningkatkan
penerimaan sektor pajak.
Kepatuhan wajib  pajak  dalam melakukan menyampaikan SPT Tahunan
belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, kondisi yang menunjukan bahwa
pelaksanaan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dalam  hal  penyampaian  SPT
Tahunan adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar akan
pentingnya menyampaikan SPT Tahunan. 
PT.  Mopoli  Raya  Medan  memperkerjakan  puluhan  orang
sebagai karyawan, dari  seluruh karyawan yang terdapat di  PT.
Mopoli  Raya  Medan  tidak  semua  yang  terkena  wajib  pajak.
Dimana  pengenaan  wajib  pajak  pada  PT.  Mopoli  Raya  Medan
tergantung dengan besarnya jumlah PTKP yang di terima oleh
karyawan.  Dengan jumlah karyawan yang terkena wajib  pajak
pada PT. Mopoli Raya Medan masih adanya beberapa karyawan
yang  telat  saat  pelaporan  pajaknya.  Hal  ini  dapat  di  lihat
berdasarkan tabel di bawah ini.
Tabel I.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. Mopoli Raya
Medan 
Tahun Jumlah Karyawan Jumlah Yang Tepat
Pelaporan
2013 88 orang 75 orang
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2014 97 orang 85 orang
2016 104 orang 90 orang 
2016 106 orang 95 orang
2017 106 orang 90 orang 
Sumber : PT. Mopoli Raya Medan
Berdasarkan tabel  diatas  dapat  dilihat bahwa masih ada
karyawan PT. Mopoli Raya Medan terlambat dalam melaporkan SPT
tahunannya.
Menurut  Mustikasari  (2008:3)  mengemukakan  untuk  mencapai  target
pajak,  perlu  ditumbuhkan  terus  menerus  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat
wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang
berlaku.  Mengingat  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  faktor
penting  bagi  peningkatan  penerimaan  pajak,  maka  perlu  secara  intensif  dikaji
tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  menarik
kesimpulan  untuk  memilih  judul:  Analisi  Pelaporan  Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Mopoli  Raya
Medan.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, penulis
menemukan  adanya  permasalahan  yaitu  masih  kurangnya
kepatuhan  karyawan  dalam  membayar  pajak.  Hal  tersebut
disebabkan karena:
1. Masih  adanya  karyawan  pada  PT.  Mopoli  Raya  yang  telat
dalam SPT tahunannya.
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2. Masih kurangnya kesadara wajib pajak dalam menyampaikan
SPT tahunnanya.
3. Masih  kurangnya tingkat pemahaman karyawan tentang penyampaian SPT
tahunan
C. Rumusan Masalah
 Sesuai  permasalahan  tersebut,  maka  rumusan  masalah
dalam penelitian sebagai berikut:
a. Bagaimana  pelaporan  SPT  tahunan  karyawan  pada  PT.
Mopoli Raya Medan?
b. Apakah penyebab keterlambatan karyawan PT. Mopoli Raya
Medan dalam pelaporan SPT tahunannya?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.Tujuan penelitian
Berdasarkan  pada  rumusan  masalah  diatas  maka  tujuan
yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :
a. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pelaporan  SPT
tahunan karyawan pada PT. Mopoli Raya Meda.
b. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penyebab
keterlambatan karyawan PT. Mopoli Raya Medan dalam
pelaporan SPT tahunannya.
2. Manfaat Penelitian 
Apabila  penelitian  ini  disampaikan  atau  dibaca  oleh
yang bersangkutan, diharapkan dapat memberikan informasi
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baik secara teoritis maupun praktisi sebagai berikut:
a. Bagi peneliti
Hasil  penelitian  di  harapkan  mampu meningkatkan  dan
memperluas  wawasan  pengetahuan  dalam  bidang
perpajakan.
b. Bagi Perusahaan
Hasil  penelitian  diharapkan  mampu  memberikan  saran
untuk  meningkatkan  pelayanan  dalam memungut  pajak
yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan melakukan
pendataan secara berkala terhadap kepatuhan karyawan
dalam melaporkan pajak terutangnya.
c. Bagi Universitas
Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi suatu pedoman
dan  menjadi  sumbangan  pemikiran  atau  referensi  bagi
pihak-pihak  yang  berkepentingan  terutama  mahasiswa
yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Uraian Teoritis 
1. Pajak
a. Pengertian Pajak
Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli,
semuanya  mempunyai  maksud  dan  tujuan  yang  sama  yaitu
merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah
iniakan diuraikan definisi-definisi tersebut:
Menurut  pasal  1  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007
tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  “Pajak
adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi  atau badan yang bersifat  memaksa berdasarkan
Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut  Waluyo  (2008:2):  "Pajak  adalah  iuran  kepada
negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  wajib
membayarny  amenurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak
mendapat  prestasi-kembali,  yang langsung dirunjuk,  dan  yang
gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran




Menurut  Mardiasmo  (2009:1),  "Pajak  adalah  iuran  rakyat
kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang-Undang  (yang  dapat
dipaksakan)  yang  langsung  dapat  ditujukan  dana  yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum". 
Dari  beberapa pendapat  menurut  para ahli  di  atas,  maka
pengertian pajak menurut penulis  adalah kontribusi wajib pajak
baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat
memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan
digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
b. Ciri-Ciri Pajak 
Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik
pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber
dari sector swasta ke sector pemerintah) atau pengertian secara
yuridis (pajak adalah iuran yang dapat di paksakan) dapat ditarik
kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak
menurut Zain (2008:12) sebagai berikut:
1) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat
maupun oleh  pemerintah daerah berdasarkan Undang-
Undang serta aturan pelaksanaanya. 
2) Pemungutan  pajak  mengisyaratkan  adanya  alih  dana
(sumber  daya)  dari  sektor  swasta  (wajib  pajak
membayar  pajak)  ke  sektor  Negara  (pemungut
pajak/administrasi pajak). 
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3) Pemungutan  pajak  diperuntukan  bagi  keperluan
pembiayaan  umum  pemerintah  dalam  rangka
menjalankan fungsi  pemerintahan,  baik  rutin  maupun
pembangunan.
4) Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi)
individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak
yang dilakukan oleh para wajib pajak. 
5) Berfungsi  sebagai  budgeter  atau  mengisi  kas
Negara/anggaran  Negara  yang  diperlukan  untuk
menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,
pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan  kebijakan  Negara  dalam  lapangan
ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif). 
Sedangkan  menurut  Mardiasmo  (2008:1),  ciri-ciri  pajak
sebagai berikut: 
1) Iuran rakyat kepada Negara 
2) Berdasarkan Undang-Undang 
3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang
secara langsung ditujukan 
4) Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  Negara,
yakni  pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi
masyarakat luas.
Dari penjelasan diatas , dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri
pajak yaitu :
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1) Pajak dikelola dan di pungut oleh pemerintah langsung baik
itu dari daerah ataupun pusat
2) Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku
3) Pajak  akan  di  pungut  sesuai  dengan  biayanya  yang
nantinya  jumlah  keseluruhan  pajak  yang  telah  masuk
tersebut akan digunakan sebagai pengeluaran pemerintah.
4) Pajak  tidak  menimbulkan  adanya  kontraprestasi  dalam
pemerintah secara langsung.
5) Pajak  memiliki  fungsi  sebagai  pengatur  anggaran
pemerintahan.
6) Pajak ini tidak akan memiliki hasil yang instan.
c. Fungsi Pemungutan Pajak
Dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari berbagai
definisi  di  atas,  terlihat  ada  dua  fungsi  pemungutan  pajak
menurut Resmi (2011:3) yaitu: 
1) Fungsi Budgetair 
Yaitu  fungsi  pajak  sebagai  sumber  penerimaan
pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran  baik  rutin
maupun  pembangunan.  Sebagai  sumber  keuangan
negara,  pemerintah  berupaya  memasukkan  uang
sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut
ditempuh  dengan  cara  ekstensifikasi  maupun
intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan
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peraturan  berbagai  jenis  pajak  seperti  Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dan lain-lain. 
2) Fungsi Regularend 
Yaitu fungsi  pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan  kebijakan pemerintah di  bidang sosial
dan  ekonomi,  serta  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu
diluar bidang keuangan.
d. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga
sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7),  ketiga
sistem pemungutan pajak tersebut yaitu: 
1) Official  Assessment  System  merupakan  sistem
pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  kepada
pemerintah  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang
terutang. 
2) Self Assessment System merupakan pemungutan pajak
yang memberikan wewenang,  kepercayaan,  tanggung
jawab  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar. 
3) Withholding  System  merupakan  sistem  pemungutan
pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  pihak  ketiga
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untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak.
2. Wajib Pajak 
a. Pengertian Wajib Pajak
Pajak  merupakan  peranan  penting  untuk  pembiayaan
pembangunan,  dimana  Wajib  Pajak  merupakan  bagian  dari
penerimaan  pajak  tersebut.  Dengan  kata  lain  tidak  akan  ada
pajak apabila tidak ada Wajib Pajak. 
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang
Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983
tentang Ketentuan Umum Perpajakan, "Wajib Pajak adalah orang
pribadi  atau badan, meliputi  pembayar pajak,  pemotong pajak
dan  pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban
perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan perpajakan".
Berdasarkan  Undang  -Undang  Nomor  36  Tahun  2008
tentang  PPh  (Pajak  Penghasilan)  yang  merupakan  perubahan
keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983, maka wajib pajak orang
pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu: 
1) Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  semata-mata
menerima  penghasilan  dari  pekerjaan.  Contoh:
Pegawai Swasta, PNS. 
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2) Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  semata-mata
menerima  penghasilan  dari  usaha.  Contoh:
Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.
3) Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  semata-mata
menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh:
Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan. 
4) Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  semata-mata
menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final.
Contoh:  sehubungan  dengan  pemodalan  seperti
Bunga pinjaman, royalti. 
5) Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  semata-mata
menerima  penghasilan  lain  yang  bersifat  final.
Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian. 
6) Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  semata-mata
menerima  penghasilan  yang  bukan  objek  pajak.
Contoh: Seperti bantuan, sumbangan. 
7) Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  semata-mata
menerima  penghasilan  dari  luar  negeri.  Contoh:
Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24. 
8) Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  semata-mata
menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh:
Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah
makan, PNS tetapi membuka praktek dokter. 
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Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hal dan
kewajiban  untuk  melakukan  pemotongan/pemungutan  Pajak
Penghasilan  menurut  UU  PPh  merupakan  Wajib  Pajak  sebagai
pemotong/pemungut Pajak Penghasilan.
b. Kewajiban Wajib Pajak 
Menurut Prantara (2016, hal 50). Sistem pemungutan pajak
Self  Assesment  memberikan  kepercayaan,  tanggung  jawab
kepada  masyarakat  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  menyetor
dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya kepada
negara.
Menurut  Undang-Undang  mengenai  kewajiban  kepada
Wajib Pajak sebagai berikut :
1) Mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan/atau
Pengusaha Kena Pajak dengan memperoleh NPWP dan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2) Mengisi  dengan benar dan menyampaikan SPT Masa
dan Tahunan tepat waktu ke kantor DJP.
3) Mengisi  dengan  benar  Faktur  pajak  pada  transaksi
penyerahan kena PPN.
4) Memotong atau memungut PPh atas penghasilan yang
wajib dipotong atau dipungut PPh.
5) Menyetor  pajak  terutang  ke  Kas  Negara  baik  yang
dihitung sendiri atau dipotong dan dipungut oleh Wajib
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Pajak  atau  ditetapkan  dan  ditagih  oleh  DJP  melalui
bank dengan SSP dengan benar dan tepat waktu.
6) Menyelenggarakan  pembukuan/pencatatan  dengan
tertib, teratur dan jujur sesuai ketentuan.
7) Memenuhi  kewajiban  sehubungan  dengan
pelaksanaan pemeriksaan pajak.
c. Hak Wajib Pajak
Menurut  Prantara  (2016,  hal  50-51).  Dalam  pelaksaan
sistem  Self  Assesment, di  samping  dikenakan  kewajiban
perpajakan,  Undang-Undang  memberikan  hak  kepada  Wajib
Pajak sebagai berikut:
1) Meminta penjelasan atas hasil pemeriksaan pajak
2) Meminta pemeriksan pajak agar melakukan pembahasan
atas hasil pemeriksaan pajak
3) Meminta  penjelasan  quality  assurance  atas  hasil
pemeriksaan pajak
4) Menolak hasil pemeriksaan
5) Mengajukan keberadaan atas SKP atau pemotongan  dan
pemungutan  pajak  termasuk  hak  untuk  diundang  dan





9) Mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi
kelebihan pembayaran pajak
10) Mengajukan  permohonan  pembetulan,  pembatalan,
penghapusan  atau  pengurangan  atas  ketetapan  pajak
atau sanksi administrasi
11) Mendapatkan  imbalan  bunga  dalam  hal  DJP  tidak
mampu  memenuhi  batas  waktu  yang  ditentukan  oleh
ketentuan perpajakan
12) Membetulkan SPT
13) Memanfaatkan  tarif  PPh  20%  untuk  Wajib  Pajak
Perusahaan  Terbuka  yang  memenuhi  syarat  atas
pengurangan  tarif  sebesar  50% dari  tarif  PPh  Pasal  17
ayat (1) yang dikenakan atas penghasilan Kena Pajak dari
bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000
untuk Wajib Pajak Dalam Negeri  Badan yang peredaran
bruto maksimal Rp. 50.000.000.000
14) Mencegah tindakan  penyidikan  dengan mendahului
melakukan pembetulan atas SPT
15) Meminta  dihentikan  tindakan  penyidikan  dan
pengenaan sanksi pidana penjara
16) Mendapatkan jaminan rahasia
17) Penundaan pembayaran pajak
18) Pengangsuran pembayaran pajak
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19) Penundaan  (perpanjangan  waktu)  pelaporan  SPT
Tahunan.




24) Pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran
pajak
25) Insentif Perpajakan.
3. Penerimaan Pajak 
a. Pengertian Penerimaan Pajak 
Ada  beberapa  pengertian  penerimaan  pajak  yang
dikemukakan oleh para ahli, antara lain:
Menurut  Hutagaol  (2007:325)  penerimaan  pajak  adalah:
"sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus
dan  dapat  dikembangkan  secara  optimal  sesuai  kebutuhan
pemerintah serta kondisi masyarakat".
Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Ketiga  Atas  Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2011
Tentang   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun
Anggaran  2012,  "Penerimaan  perpajakan  adalah  semua
penerimaan  negara  yang  terdiri  atas  pajak  dalam negeri  dan
pajak perdagangan internasional".
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Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka
pengertian  penerimaan  pajak  menurut  penulis  adalah  semua
penerimaan  perpajakan  yang  digunakan  untuk  belanja  rutin
maupun pembangunan negara.
b. Pengertian Pajak Penghasilan 
Pajak  Penghasilan  adalah  "suatu  pungutan  resmi  yang
ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil
yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk
kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan
bernegara  sebagai  suatu  kewajiban  yang  harus
dilaksanakannya".
Dasar  hukum  yang  mengatur  Pajak  Penghasilan  adalah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1
Januari  2001.  Undang-undang  tersebut  merupakan  perpaduan
dari  beberapa  ketentuan  yang  sebelumnya  diatur  terpisah
sebagaimana  telah  diuraikan  diatas.  Berbagai  definisi  Pajak
Penghasilan (PPh) yang dikemukakan oleh para ahli,  semuanya
mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan
pengertian  Pajak  Penghasilan  (PPh)  agar  mudah  dipahami.  Di
bawah ini merupakan definisi  Pajak Penghasilan (PPh) menurut
ahli perpajakan. 
Menurut Resmi (2011:74), "Pajak Penghasilan adalah Pajak
yang  dikenakan  terhadap subjek  pajak  atas  penghasilan  yang
diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak". 
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Pajak Penghasilan adalah: "pajak yang dikenakan terhadap
orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan
penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  selama  satu
tahun".  Menurut  Suandy  (2011:36),  "Pajak  Penghasilan  adalah
pajak  yang  dikenakan  terhadap  penghasilan,  dapat  dikenakan
secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu
baik masa pajak maupun tahun pajak". 
Dari  beberapa pendapat  menurut  para ahli  diatas,  maka
pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak
yang  dikenakan  terhadap  penghasilan  yang  diperoleh  selama
satu tahun pajak.
c. Subjek Pajak Penghasilan 
Subjek Pajak Penghasilan menurut Resmi (2011:75) adalah
Segala  sesuatu  yang  mempunyai  potensi  untuk  memperoleh
penghasilan  dan  menjadi  sasaran  untuk  dikenakan  Pajak
Penghasilan.  Berdasarkan  lokasi  geografis,  subjek  pajak  dapat
dibedakan menjadi dua menurut Resmi (2011:76), kedua subjek
pajak tersebut yaitu: 
1) Subjek Pajak Dalam Negeri adalah: 
a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau
yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan
puluh  tiga)  hari  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas)
bulan,  atau  yang  dalam suatu  tahun  pajak  berada  di
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Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal
di Indonesia. 
b) Badan  yang  didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di
Indonesia,  meliputi  Perseroan  Terbatas,  Perseroan
Komanditer,  perseroan  lainnya,  Badan  Usaha  Milik
Negara  atau  Daerah  dengan  nama  dan  dalam bentuk
apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,
persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,
organisasi  sosial  politik  atau  organisasi  yang  sejenis,
lembaga,  dan  bentuk  badan  lainnya  termasuk
reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah
yang memenuhi kriteria: 
(1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan  peraturan
perundang undangan Pembiayaannya bersumber dari
APBN atau APBD Penerimaannya dimasukkan dalam
anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
Pembukuannya  diperiksa  oleh  aparat  pengawasan
fungsional  negara.  Warisan  yang  belum  terbagi
sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2) Subjek Pajak Luar Negeri adalah: 
a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga)  hari  dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
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bertempat  kedudukan  di  Indonesia  yang  menjalankan
usaha  atau  melakukan  kegiatan  melalui  BUT  di
Indonesia. 
b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat
menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia
bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui BUT di Indonesia. 
Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yang dikutip
oleh Resmi (2011:78), yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah: 
1) Kantor perwakilan negara asing.
2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-
pejabat  lain  dari  negara  asing  dan  orang-orang  yang
diperbantukan  kepada  mereka  yang  bekerja  pada  dan
bertempat tinggal bersamasama mereka, dengan syarat: 
a) Bukan warga Negara Indonesia
b) Di  Indonesia  tidak  menerima  atau  memperoleh
penghasilan  lain  di  luar  jabatan  atau  pekerjaannya
tersebut.
c) Negara  yang  bersangkutan  memberikan  perlakuan
timbal balik.
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3) Organisasi-organisasi  Internasional  yang  ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat : 
a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 
b) Tidak menjalankan usaha, atau 
c) Kegiatan  lain  untuk  memperoleh  penghasilan  dari
Indonesia  selain  pemberian  pinjaman  kepada
pemerintah  yang  dananya  berasal  dari  iuran  para
anggota.
4) Pejabat-pejabat  perwakilan  organisasi  internasional  yang
ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan  dengan
syarat: 
a) Bukan warga negara Indonesia. 
b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan
lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
d. Objek Pajak Penghasilan 
Objek  pajak  merupakan  segala  sesuatu  (barang,  jasa,
kegiatan,  atau  dikenakan  pajak.  Menurut  Resmi  (2011:79):
"Objek  Pajak  Penghasilan  adalah  penghasilan  yaitu  setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah  kekayaan  Wajib  pajak  yang  bersangkutan  dengan
nama  dan  dalam  bentuk  apapun".  Dilihat  dari  mengalirnya
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tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak,  menurut  Resmi
(2011:80), penghasilan dapat dikelompokan menjadi: 
1) Penghasilan  dari  pekerjaan  dalam  hubungan  kerja  dan
pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari
praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan
sebagainya 
2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan 
3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun
harta  tak  gerak  seperti  binga,  dividen,  royalti,  sewa,
keuntungan  penjualan  harta  atau  hak  yang  tidak
dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. 
4) Penghasilan  lain-lain,  seperti  pembebasan utang,  hadiah,
dan lain sebagainya
e. Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas
penghasilan  orang  pribadi  selama  tahun  pajak  berjalan.  Ada
beberapa definisi Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikemukakan
para ahli, diantaranya : 
Menurut Direktorat Jenderal Pajak No.57/PJ/2009 Bab I Pasal
1 No.2 : "Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa
dan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  orang  pribadi".
Subjek pajak dalam negeri adalah pajak atas penghasilan berupa
gaji,  upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan
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atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang
pribadi.  Subjek  pajak  penghasilan  pasal  21  adalah  penerima
penghasilan  yang dipotong  PPh Pasal  21,  terdiri  atas  pegawai
yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala,
penerima  pensiun,  penerima  honorarium,  penerima  upah,  dan
orang  pribadi  yang  memperoleh  penghasilan  sehubungan
dengan  pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  dari  pemotong  pajak..
Perhitungan  jumlah  pajak  penghasilan  pasal  21  yang  harus
dibayar  oleh  wajib  pajak  dilakukan  dengan  cara  mengalikan
penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17
Undang-Undang pajak penghasilan. Besarnya jumlah penghasilan
kena  pajak  dari  wajib  pajak  dihitung  berdasarkan  penghasilan
netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. 
f. Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  adalah  pajak  yang
dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan
yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat
pula  dikenakan  pajak  untuk  penghasilan  dalam  bagian  tahun
pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir
dalam tahun pajak. 
Berdasarkan  Undang-Undang,  wajib  pajak  orang  pribadi
yang  menjalankan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  dengan
peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun
boleh menyelenggarakan pencatatan, kecuali  wajib pajak yang
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bersangkutan memilih untuk melakukan pembukuan. Wajib pajak
yang  memiliki  peredaran  bruto  di  atas  Rp  4.800.000.000,00
dalam satu  tahun  wajib  menyelenggarakan  pembukuan.  Wajib
pajak  yang  mengadakan  pencatatan,  mengitung  penghasilan
neto  usaha  atau  pekerjaan  bebasnya  dengan  menggunakan
norma  penghitungan  penghasilan  neto.  Wajib  pajak  yang
mengadakan  pembukuan  menghitung  penghasilan  kena
pajaknya dengan mengurangkan penghasilan bruto usaha atau
pekerjaan bebasnya dengan biaya yang dapat dikurangkan dan
penghasilan tidak kena pajak.
4. Kepatuhan Wajib Pajak
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Harjo  (2013,  hal  67),  ''Kepatuhan  Perpajakan
adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua
kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak
perpajakannya''.Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap
yang  mengikuti  atau  menjalani  sesuai  dengan  aturan  yang
berlaku.  Saat  ini  di  Indonesia  sudah  menerapkan  sistem
pemungutan pajak self assesment system, wajib pajak diberikan
kemudahan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan
sendiri kewajiban pajaknya kemudian secara riil membayar tepat
waktu sampai dengan melaporkan SPT.
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Karakteristik  wajib  pajak  yang  patuh  berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah sebagai
berikut:
1) Tepat  waktu  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT)
dalam 3 tahun terakhir.
2) Penyampaian  SPT  Masa  yang  terlambat  dalam  tahun
terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November
tidak  lebih  dari  3masa  pajak  untuk  setiap  pajak  dan
tidak berturut-turut
3) SPT  Masa  yang  terlambat  seperti  dimaksud  dalam
angka  2  telah  disampaikan  titik  lewat  batas  waktu
penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis
pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur
atau  menunda  pembayaran  pajak,  meliputi  keadaan
pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan
sebagai  wajib  pajak  patuh  dan  tidak  termasuk  utang
pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5) Laporan  keuangan  di  audit  oleh  akuntan  public  atau
lembaga  pengawasan  keuangan  pemerintah  dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun
berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk
panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi
laba  rugi  komersil  dan  fiscal  bagi  wajib  pajak  yang
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menyampaikan  SPT  Tahunan  dan  juga  pendapat
akuntan  public  atas  laporan  keuangan  yang  diaudit
ditanda tangani oleh akuntan publik yang tidak dalam
pembinaan  lembaga  pemerintah  pengawas  akuntan
publik.
6) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak
pidana  dibidang  perpjakan  berdasarkan  pada  putusan
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam
jangka waktu 5 tahun terakhir.
b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Nurmantu  (2003:148),  ada  dua  jenis  kepatuhan
yakni:
1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib
pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  formal
sesuai  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perpajakan.
Misalnya ketentuan tentang batas  waktu penyampaian
SPT Tahunan WPOP adalah tiga bulan sesudah berakhir
tahun  pajak  yang  pada  umumnya  adalah  tanggal  31
Maret.  Jika  wajib  pajak  menyampaikan  SPT  Tahunan
sebelum tanggal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa
wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.
Apakah  isi  SPT  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan
materialnya  masih  dapat  dipertanyakan.  Jadi  yang
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dipenuhi  oleh  wajib  pajak  ini  adalah  memenuhi
ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Batas
waktu  penyampaian  SPT  menurut  Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2007  pasal  3  ayat  (3)  tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti
dengan Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010
tanggal  5  April  2010,  Batas  waktu  penyampaian  SPT
diatur: (1) untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah
masa  pajak.  (2)  SPT  Tahunan,  paling  lama  3  bulan
setelah berakhir tahun pajak.
2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib
pajak  secara  substantif/hakekat  memenuhi  semua
ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa
Undang-Undang  Perpajakan.  Kepatuhan  material  dapat
meliputi  juga  kepatuhan  formal.  Jadi  wajib  pajak  yang
memenuhi  kepatuhan  material  dalam  mengisi  SPT
Tahunan Pajak Penghasilan adalah wajib pajak yang jujur,
baik  dan benar SPT tersebut  sesuai  dengan ketentuan
Undang-Undang  Pph  dan  menyampaikannya  tepat
waktu.
c. Faktor  -  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan
Wajib Pajak
Menurut Widodo (2010, hal 73), tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat
ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange.
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Dalam  situasi  demikian,  maka  tingkat  kepatuhan  cendrung  meningkat.  Lebih
lanjut  ketika  pelayanan  yang  diberikan  pemerintah  sesuai  dengan  kebutuhan
warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakuakan secara adil dan transparan,
maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecendrungan meningkat
Ada  beberapa  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak
antara lain: 
1) Pemahaman terhadap sistem self Assessment
Sistem self Assessment yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia
memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  wajib  pajak  untuk
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang
terutang  wajib  pajak.  Sistem  ini  akan  efektif  apabila  wajib  pajak
memiliki  kesadaran  pajak,  kejujuran,  dan  kedisiplinan  dalam
melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
Rendahnya kesadaran pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang
secara signifikan menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT
Tahunan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  rendahnya  pemahaman  self
Assessment akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2) Kualitas Pelayanan
Pelayanan  adalah  suatu  proses  bantuan  kepada  orang  lain  dengan
caracara  tertentu  yang  memerlukan  kepekaan  dan  hubungan
interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang
berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan,
kelancaran,  dan  kepastian  hukum.  Kualitas  pelayanan  dapat  diukur
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dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan,  dapat
memberikan  pelayanan  dengan  tanggapan,  kemampuan,  kesopanan,
dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Maka dapat
disimpulkan, kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan
dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi
kewajiban perpajakan.
3) Tingkat Pendidikan
Tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  semakin  tinggi  akan
menyebabkan  masyarakat  lebih  mudah  memahami  ketentuan  dan
peraturan  perundangundangan  di  bidang  perpajakan  yang  berlaku.
Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih
banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan
pembukuan  atau  yang  masih  melakukan  pembukuan  ganda  untuk
kepentingan pajak. Dengan tingkat pendidikan yang rendah juga akan
berpeluang wajib  pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan
karena  kurangnya  pemahaman  mereka  terhadap  sistem  perpajakan
yang diterapkan.
4) Tingkat Pengahasilan
Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan
sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat
penghasilan  juga  akan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam
membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan,
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maka  salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak
adalah  tingkat  penghasilan.  Jadi  tingkat  penghasilan  sangat
berpengaruh terhadap keaptuhan wajib pajak.
5) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan
Sanksi  perpajakan  diberikan  kepada  wajib  pajak  agar  wajib  pajak
mempunyai  kesadaran  dan  patuh  terhadap  kewajiban  pajak.  Sanksi
perpajakan  dalam  undang-undang  perpajakan  berupa  sanksi
administrasi  (dapat  berupa  bunga  dan  denda)  dan  sanksi  pidana.
Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
wajib  pajak,  jadi  presepsi  wajib  pajak  terhadap  sanksi  perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..
5. Surat Pemberitahuan (SPT)
a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata
Cara  Perpajakan  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  No.16
Tahun 2009 (disebut  UU KUP), Surat  Pemberitahuan (SPT) adalah surat  yang
oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak,
objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan, khususnya surat
pemberitahuan  tahunan  (SPT  Tahunan),  tidak  hanya  berfungsi  melaporkan
perhitungan  dan  pembayaran  wajib  pajak,  tetapi  SPT Tahunan  juga  berfungsi
untuk melaporkan perhitungan harta bukan wajib pajak. Jadi, data yang terdapat
dalam surat pemberitahuan bisa dijadikan parameter kepatuhan wajib pajak.
b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
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Menurut  Siti  Resmi  (2013,  42)  Fungsi  SPT  bagi  wajib  pajak  adalah
sebagai  sarana  untuk  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  perhitungan
jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan
atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu)
tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3) Harta dan kewajiban, dan
4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa
pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
c. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT)
Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Angka 10 tentang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan, terdapat dua jenis SPT yaitu :
1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Surat Pemberitahuan Masa adalah
surat  pemberitahuan untuk suatu  masa  pajak  yang digunakan untuk
melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
2) Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan
adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun
pajak yang digunakan untuk pelaporan tahunan
d. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
Menurut Siti Resmi (2013, 45) tata cara pengisian dan penyampaian SPT
diatur sebagai berikut :
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1) Wajib  pajak wajib mengisi  dan menyampaiakan SPT dengan benar,
lengkap, jelas, dan menandatanganinya.
2) SPT  wajib  pajak  Badan  harus  ditandatangani  oleh  pengurus  atau
direksi.
3) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa
khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa tersebut
harus dilampirkan pada surat pemberitahuan.
4) SPT  Tahunan  Pajak  penghasilan  wajib  pajak  yang  wajib
menyelenggarakan  pembukuan  harus  dilampiri  dengan  laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lainnya
yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
5) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak
dilampirkan  pada  Surat  Pemberitahuan  (SPT),  surat  pemberitahuan
dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak
disampaikan.
6. Penelitian Terdahulu
Berikut ini merupakan penelitian yang telah dilakukan yang
berkaitan  dengan  pelaporan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak
seperti yang terlihat pada tabel berikut:
Tabel II.1
Tabel Hasil Penelitian Terdahulu
No






SPT Masa PPn Dengan
Penerapan  Elektronik
SPT  (e-SPT)  (Pada
Kantor  Pelayanan






Hasil  penelitian  ini  menunjukkan
bahwa  terdapat  perbedaan  yang
signifikan  antara  kepatuhan  wajib
pajak  badan  sebelum  dan  sesudah
penerapan  program  e-SPT  dalam
melaporkan  SPT  Masa  PPN  karena
wajib  pajak  lebih  banyak  memilih
untuk  menyampaikan  SPT  secara
manual daripada secara elektronik (e-
SPT).  Namun Penerapan program e-
SPT  telah  cukup  efektif  dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak
karena  wajib  pajak  yang
menggunakan  e-SPT  lebih  patuh
daripada  wajib  pajak  yang
menyampaikan  SPT  secara  manual
















Berdasarkan  hasil  analisis  diketahui
bahwa  Wajib  Pajak  Hotel  dan
Restoran di Kabupaten Badung Tahun
2011  adalah  sangat  patuh  dalam
memenuhi  kewajiban  perpajakannya.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  total  skor
jawaban  responden  yaitu  sebesar
18.882,  dimana  total  skor  tersebut
berada  pada  kategori  sangat  patuh
yang  memiliki  rentang  nilai  antara
16.672,5 sampai dengan 20.520.

















Hasil  pembahasan  yang  diperoleh
berupa:  (1)  Tingkat  Kepatuhan
penyampaian  SPT  Tahunan  Pajak
Penghasilan  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak
Pratama  Bantul  dari  tahun  2010
sampai 2011 adalah 56,44 % dengan
kriteria  kurang  dan  53,55%  dengan
kriteria  rendah  menunjukkan
penurunan,  (2)  Hambatan  yang
mempengaruhi  Tingkat  Kepatuhan
Penyampaian  SPT  Tahunan  Pajak
Penghasilan  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi  adalah  Kurangnya  kesadaran
dan pemahaman Wajib Pajak terhadap
penyampaian  SPT  Tahunan  dan
terbatasnya  sumber  daya  manusia
(SDM)  di  KPP Pratama  Bantul,  (3)
Upaya yang  dilakukan  pihak Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Bantul
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dalam  mengatasi  hambatan  yang
mempengaruhi  tingkat  kepatuhan
penyampaian  SPT  Tahunan  Pajak
Penghasilan  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi  yaitu  Memberikan
penyuluhan  tentang  pajak,  memberi
sanksi  kepada  wajib  pajak,  dan
partisipasi  dari  peserta  Praktik Kerja















Hasil  pembahasan  menunjukkan
bahwa:  (1)  Tingkat  kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan
SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  di
KPP Pratama Purworejo tahun pajak
2011-2013  adalah  63,41%,  69,70%
dan 74,22% yang menunjukan bahwa
terjadi  peningkatan  setiap  tahunnya,
(2)  Hambatan-hambatan  dalam
pelaporan SPT Tahunan PPh yaitu ada
WP  yang  terlambat  atau  tidak
melaporkan  SPT  Tahunan  dan  ada
WP  yang  kurang  teliti  atau  kurang
paham  mengenai  pelaporan  SPT
Tahunan  PPh,  (3)  Upaya  yang
dilakukan  KPP  Pratama  Purworejo
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak  Orang  Pribadi  yaitu
memberikan  penyuluhan  tentang
perpajakan,  memberikan  surat
himbauan dan mengatasi  terbatasnya
SDM  di  KPP  Pratama  Purworejo
dengan  adanya  dropbox  dan
partisipasi dari mahasiswa magang.
B. Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai  faktor  yang telah  diidentifikasi  sebagai  masalah
penting.
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Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan merupakan hal penting dalam Self
Assessment yang dianut Negara Indonesia.  Wajib pajak khususnya Wajib Pajak
Orang Pribadi tidak memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan.
Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat dari penerimaan SPT, baik
SPT  Masa  dan/atau  SPT  Tahunan.  Penerimaan  SPT  oleh  wajib  pajak  sangat
penting,  artinya  wajib  pajak  telah  melaksanakan  kewajiban  pajaknya  sesuai
dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah
klasik  yang  terjadi  di  setiap  kantor  pelayanan  pajak,  isu  kepatuhan  menjadi
penting  karena  dengan  wajib  pajak  yang  patuh,  maka  akan  meningkatkan
penerimaan sektor pajak.
Kepatuhan wajib  pajak  dalam melakukan menyampaikan  SPT Tahunan
belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, kondisi yang menunjukan bahwa
pelaksanaan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dalam  hal  penyampaian  SPT
Tahunan adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar akan
pentingnya menyampaikan SPT Tahunan.
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  maka  peneliti  dapat  menggambarkan
kerangka berfikir dalam penelitian  Analisi Pelaporan Tingkat Kepatuhan















Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  penelitian
Deskriptif  yang  merupakan  suatu  metode  dimana  data  dikumpulkan,  disusun,
diinterpretasikan  dan  di  analisa  agar  memberikan  gambaran  mengenai  suatu
keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.
Menurut Sumadi (2015, hal 75) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk
membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai
fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
B. Defenisi Operasional
Defenisi  operasional,  menurut  Sugiyono  (2010,  hal.  31)
adalah  penentuan  konstrak  atau  sifat  yang  akan  dipelajari
sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Dalam penelitian
ini yang menjadi defenisi operasional adalah :
1. Kepatuhan Wajib Pajak 
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran  pajak,  objek pajak atau  bukan
objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 




Penelitian ini dilakukan pada PT. Mopoli  Raya Meda yang
beralamat di jln Sunggal No 91 Medan Sumatera Utara.
2. Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  mulai  dari  bulan  November
2018  sampai  dengan  Maret  2019.  Adapun  jadwal  rencana
penelitian mulai dari  survey lokasi dan objek penelitian hingga
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1 Pengajuan judul







9 Sidang Meja Hijau
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan
Kuantitatif.
a. Pendekatan  kualitatif  merupakan  suatu  pendekatan  dalam  melakukan
penelitian  yang  berorientasi  yang  bersifat  ilmiah.  Data  yang  berupa
wawancara tentang pelaporan SPT tahunan dengan karyawan kantor  PT.
Mopoli Raya Medan.
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b. Pendekatan  kuantitatif  merupakan  data  yang  dinyatakan  dalam  bentuk
angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya SPT tahunan
 
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data primer dan
sekunder.
1. Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  dengan  cara  melakukan
penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai
data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan
karyawan di kantor PT. Mopoli Raya Medan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah
jadi,  baik berupa publikasi  maupun data  perusahaan sendiri,  antara lain
data  mengenai  sejarah  ringkas,  struktur  organisasi,  catatan  dan  sumber
sunber kepustakaan. Data ini berupa SPT tahunan.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:
1. Wawancara (Interview)
Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan
karyawan  kantor  PT.  Mopoli  Raya  Medan.  Metode  ini  digunakan  untuk
memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.
2. Dokumentasi (Documentation)
Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki
perusahaan.  Teknik  ini  digunakan  untuk  memperoleh  data  tentang  jumlah
kendaraan yang dikenakan pajak, dan yang berhubungan dengan penelitian. Data
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bersumber dari arsip,  dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada
PT. Mopoli Raya Medan.
F. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan  menggunakan  metode  deskriptif.  Analisis  deskriptif  merupakan  suatu
teknis  analisis  data  yang  akan  digunakan,  mengumpulkan  data  yang  telah
ditentukan,  kemudian  mengelompokkannya,  menginterpretasikan,  dan
menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan
informasi  dan  gambaran  yang  jelas  kemudian  diambil  satu  kesimpulan  dan
selanjutnya memberikan saran.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Mengumpulkan data SPT tahunan 
3. Menghitung jumlah SPT tahunan.
4. Melakukan wawancara terkait judul penelitian




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 
1. Bagaimana Pelaporan SPT Tahunan Karyawan PT. Mopoli Raya Medan
Berdasarkan data  yang diperoleh dari  PT. Mopoli  Raya Medan tentang
SPT  Tahunan.  Wajib  pajak  yang  telah  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak
(NPWP) disebut wajib pajak yang terdaftar. Apabila sudah terdaftar maka wajib
pajak tersebut memiliki nomor identitas wajib pajak yang merupakan suatu sarana
dalam administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ialah wajib pajak
orang pribadi. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan data berupa
SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yaitu data SPT tahunan wajib pajak orang
pribadi terdaftar,  jumlah  wajib  pajak  yang  menyampaikan  SPT, jumlah  wajib
pajak orang pribadi yang telat menyampaikan SPT.
Pada  dasarnya  PT  Mopoli  Raya  Medan telah  melakukan  pemeriksaan
berdasarkan  dengan  peraturan  yang  telah  ditentukan.  Namun  dari  data  yang
diperoleh oleh penulis terlihat bahwa jumlah karyawan yang melaporkan SPT nya
tepat waktu tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang terdaftar menjadi wajib
pajak. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai berikut :
Tabel IV.1



















2013 88 orang 75 orang 85% 13 orang 15%
2014 97 orang 85 orang 88% 12 orang 12%
2015 104
orang





95 orang 90% 11 orang 10%
2017 106
orang
90 orang 85% 16 orang 15%
Sumber : PT. Mopoli Raya Medan
Dari data diatas bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar
dari  tahun  ketahun semangkin  meningkat  jumlahnya.  Tetapi  hal  tersebut  tidak
diimbangi  dengan  wajib  pajak  yang  menyampaikan  SPT  tahunan.  Kita  dapat
melihat bahwa wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan
masih mengalami peningkatan yaitu ditahun 2017, meskipun sebelumnya sudah
sempat  mengalami  penurunan ditahun 2016,  fenomena seperti  ini  sangat  tidak
baik bagi penerimaan pajak.
Masih adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan di PT.
Mopoli  Raya  Medan  dikarenakan  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  untuk
menyampaikan  SPT  tahunan.  Kesadaran  merupakan  keadaan  seseorang
mengetahui dan mengerti. Dengan demikian kesadaran wajib pajak menjadi aspek
penting karena sistem perpajakan di indonesia menganut sistem  self  assesment
dimana  dalam  prosesnya  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  menghitung,
memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  atau  menyampaikan  kewajiban
yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undang
perpajakan.  Sistem  ini  akan  efektif  apabila  wajib  pajak  memiiki  kesadaran,
kedisiplinan dalam melaksanakan perundang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Apakah Penyebab Keterlambatan Karyawan PT. Mopoli  Raya Medan
Dalam Menyampaikan SPT Tahunnanya
Berdasarkan data tabel IV.1 diatas dapat dilihat bahwa masih ada pegawai
pada  PT. Mopoli  Raya  Medan  telat  dalam pelaporan  SPT tahunannya  hal  ini
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disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam menyampaikan  SPT.
Dilihat dari tingkat kesadaran wajib pajak pada PT. Mopoli Raya Medan, masih
banyak wajib pajak yang belum sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dimana  kesadaran  merupakan  keadaan  dimana  wajib  pajak  mengetahui,
memahami dan mentaati hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada.
Rendahnya kesadaran dalam pengisian SPT merupakan faktor yang menyebabkan
wajib  pajak  tidak  mengisi  SPT-nya,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  rendahnya
pemahaman  self  asessment  system  akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak  dalam pelaporan  SPT. Penyebab  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  juga
terkait karena wajib pajak tidak tahu kewajiban yang harus mereka penuhi setelah
memperoleh  NPWP. Selain  itu,  wajib  pajak  juga  kurang mengerti  arti  penting
pajak  yang  masih  menyebabkan  wajib  pajak  tidak  mau  atau  enggan  untuk
menyampaikan SPT-nya
B. Pembahasan 
1. Pelaporan SPT Tahunan Karyawan PT. Mopoli Raya Medan
Dari data yang diperoleh masih banyak wajib pajak orang pribadi yang
terlambat menyampaikan SPT Tahunan di PT. Mopoli Raya Medan hal ini dapat
dilihat dari data sebelumnya dimana jumlah karyawan yang terkena wajib pajak
orang pribadi dari tahun 2013 hingga tahun 2017 semakin meningkat jumlahnya,
akan tetapi hal ini tidak diimbangi dengan wajib pajak yang tepat waktu dalam
menyampaikan  SPT nya.  Dimana  dapat  dilihat  persentase  penyampaian  SPT
Tahunan orang pribadi yang tepat waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun
2016  selalu  mengalami  peningkatan,  tetapi  pada  tahun  2017  mengalami
penurunan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi yang tepat waktu, dan untuk
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wajib  pajak  yang menyampaikan SPT nya tidak  tepat  waktu pada  tahun 2013
hingga  tahun  2014  mengalami  penurunan  tetapi  pada  tahun  2015  mengalami
peningkatan,  pada  tahun  2016  mengalami  penurunan  dan  pada  tahun  2017
kembali  mengalami peningkatan.  Tingkat  kepatuhan wajib pajak dapat  di  lihat
dari kepatuhan wajib pajak dalam menyampaiokan SPT nya tepat dalam waktunya
karena surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran  pajak,  objek  pajak  atau  bukan  objek  pajak,  harta  dan  kewajiban
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Surat
Pemberitahuan,  khususnya  surat  pemberitahuan  tahunan  (SPT Tahunan),  tidak
hanya berfungsi melaporkan perhitungan dan pembayaran wajib pajak, tetapi SPT
Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta bukan wajib pajak.
Jadi,  data  yang  terdapat  dalam  surat  pemberitahuan  bisa  dijadikan  parameter
kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu staff perpajakan
PT. Mopoli Raya Medan, menurunnya penyampaian SPT Tahunan orang pribadi
pada  PT. Mopoli  Raya  Medan  dikarenakan  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak
untuk  menyampaikan  SPT Tahunan.  Kesadaran  merupakan  keadaan  seseorang
mengetahui  dan  mengerti.  Karyawan PT. Mopoli  Raya  Medan banyak kurang
paham  terhadap  pengisian  SPT  nya  untuk  dilaporkan  ke  KPP  terkait.
Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya. Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap
yang  mengikuti  atau  menjalani  sesuai  dengan  aturan  yang
berlaku.  Saat  ini  di  Indonesia  sudah  menerapkan  sistem
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pemungutan pajak self assesment system, wajib pajak diberikan
kemudahan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan
sendiri kewajiban pajaknya kemudian secara riil membayar tepat
waktu sampai dengan melaporkan SPT.
Surat  Pemberitahuan  (SPT)  tahunan  mempunyai  kedudukan  yang  vital
dalam  pelaksanaan  ketentuan  perpajakan  di  indonesia.  Kewajiban  melaporkan
SPT tahunan  secara  periodik  sebenarnya  telah  menjadi  kewajiban  bagi  setiap
wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan
undang-undang.
Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan
pajaknya  dengan  benar,  lengkap  dan  jelas  adalah  faktor  yang  penting  dalam
merealisasikan target penerimaan pajak. Semangkin tinggi kepatuhan wajib pajak
dalam menyampaikan SPT, maka penerimaan pajak aka
Wajib  pajak  yang  telah  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)
disebut  wajib  pajak  yang  terdaftar.  Apabila  sudah  terdaftar  maka  wajib  pajak
tersebut  memiliki  nomor  identitas  wajib  pajak  yang  merupakan  suatu  sarana
dalam administrasi  perpajakan  yang  dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri
wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ialah Wajib Pajak Orang Pribadi.
Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan data berupa SPT Tahunan
wajib  pajak  orang  pribadi  yaitu  data  SPT Tahunan  jumlah  wajib  pajak  orang
pribadi terdaftar, jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT dan
juga jumlah wajib pajak pribadi yang tidak menyampaikan SPT
Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  mempunyai  kedudukan  yang  vital
dalam pelaksanaan  ketentuan  perpajakan  di  Indonesia.  Kewajiban  melaporkan
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SPT Tahunan  secara  periodik  sebenarnya  telah  menjadi  kewajiban  bagi  setiap
wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan
undang-undang.  Kepatuhan  wajib  pajak  baik  itu  dalam  membayar  pajak  dan
melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah faktor penting dalam
merealisasikan target penerimaan pajak.  Semakin tinggi  kepatuhan wajib pajak
dalam menyampaikan SPT, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.
Dengan  semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam
menyampaikan  SPT  nya  maka  penerimaan  pajak  semakin  meningkat,  dimana
dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak maka akan pembangunan daerah
akan  meningat  di  karenakan  salah  satu  sumber  penerimaan  pendapatan  yang
terbesar adalah berasal dari pajak. 
2. Penyebab  Keterlambatan  Karyawan  PT.  Mopoli  Raya  Medan  Dalam
Menyampaikan SPT Tahunnanya
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang
menyebabkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami telat
dalam menyampaikan SPT tahunan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan
staff perpajakan pada PT. Mopoli Raya Medan penyebab keterlambatan karyawan
PT. Mopoli Raya Medan dalam menyampaikan SPT nya berupa kurangnya tingkat
pemahaman  wajib  pajak  tentang  menyampaikan  SPT tahunan,  kelalaian  wajib
pajak  orang  pribadi  untuk  menyampaikan  surat  pemberitahuan  tahunan  orang
pribadi dan tingkat ekonomi
a. Kurangnya Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Menyampaikan SPT
tahunan
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Banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara
menyampaikan SPT yang baik dan benar, banyak wajib pajak orang pribadi yang
kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT
yang tidak lengkap. Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “setiap wajib pajak
wajib  mengisi  Surat  Pemberitahuan  dengan  benar,  lengkap,  dan  jelas,  dalam
bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang
rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral
Pajak  tempat  wajib  pajak  terdaftar  atau  dikukuhkan  atau  tempat  lain  yang
ditetapkan  oleh  Direktur  Jendral  Pajak”.  Undang-undang  ini  mengamanatkan
bahwa  penyampaian  SPT  merupakan  suatu  kewajiban  pajak  yang  harus
dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak.
Kewajiban setiap wajib pajak dalam mengisi SPT tahunan adalah harus
mengikuti tata cara pengisian SPT yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
Prinsip umum pengisian SPT yaitu sebagai berikut: 
1) SPT  wajib  diisi  dengan  benar,  lengkap  dan  jelas.  Yang  dimaksud
dengan benar, lengkap dan jelas dalam pengisian SPT adalah:
a) Benar  adalah  benar  dalam  perhitungan,  termasuk  benar  dalam
penerapan  ketentuan  perpajakan,  dalam  penulisan  dan  sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya.
b) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan
objek pajak dan unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT.
c) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan
unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
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2) SPT wajib diisi dengan bahasa indonesia dengan menggunakan huruf
latin, angka arab, satuan mata uang rupiah. Walaupun waajib pajak telah
mendapatkan  izin  dari  Mentri  Keuangan  untuk  menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain
rupiah  wajib  pajak  tetap  wajib  menyampaikan  SPT  dalam  bahasa
Indonesia  tetapi  boleh  menggunakan satuan mata  uang selain  rupiah
yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Mentri
Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012.
3) SPT wajib ditanda tangani oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak
atau Kuasa wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak orang pribadi, SPT
harus  ditanda  tangani  oleh  pengurus  atau  direksi.  Penandatanganan
dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda
tangan  elektronik  atau  digital,  yang  semuanya  mempunyai  kekuatan
hukum  yang  sama  yang  tata  cara  pelaksanaannya  diatur  dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.
4) SPT  wajib  disampaikan  ke  Kantor  DJP  (KPP)  tempat  wajib  pajak
terdaftar  atau  dikukukan  atau  tempat lain  yang  ditetapkan  oleh
Direktorat Jendral Pajak. Menurut Peraturan DJP Nomor Per-11/pj/2009
tempat lain meliputi Pokok Pajak, dan tempat khusus Penerimaan SPT
tahunan.
5) Kewajiban  penyampaian  SPT  oleh  pemotong  atau  pemungut  pajak
dilakukan untuk setiap masa pajak, sedangkan selaku wajib pajak atas
penghasilan  yang diterima atau diperolehnya wajib dilaporkan setiap
tahun pajak.
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Wajib pajak beranggapan bahwa menyampaikan SPT tahunan terlalu rumit
terutama bagi  mereka  yang tidak  mengetahui  undang-undang perpajakan yang
mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak.  Jika tingkat
pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem perpajakan maka penyampaian
SPT tahunan pun rendah dan sebaliknya,  jika  tingkat  pemahaman wajib pajak
tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan orang pribadi
pun tinggi..
Pemahaman  pemerintah  terhadap  partisipasi  masyarakat  yang  rendah
dalam  perpajakan  juga  masih  sangat  rendah.  Partisipasi  masyarakat  selain
kewajiban membayar seharusnya juga melibatkan proses penggunaannya sehingga
masyarakat  sebagai  pembayar  pajak  mengerti  fungsi  dan  manfaat  pajak  yang
dibayarnya.
b. Kelalaian  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Untuk  Menyampaikan  Surat
Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi.
Jika  masyarakat  sadar  akan  penyampaian  SPT  tahunan  maka  tingkat
kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunan orang pribadi
meningkat. Selain itu wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik
sanksi  administrasi  (denda,  bunga,  kenaikan)  maupun  sanksi  pidana  sehingga
mereka  mengabaikan  penyampaian  SPT  tahunan  orang  pribadi.  Fakta  lain
umumnya masyarakat indonesia masih sangat rendah untuk membaca terutama
dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai
sanksi perpajakan, hal ini membuat semangkin sulit wajib pajak.
Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk
melakukan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan menurut Undang-undang
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pajak penghasilan merupakan wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak
penghasilan (Wirawan B. Ilyas dan Rudi Suhartono, 2013,hal 5).
Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP
(Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan
untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri
sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai
salah satu syarat untuk meminjam uang diperbankan atau instansi lainnya wajib
mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai
untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.
Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan
umum dan tata  cara  perpajakan.  NPWP adalah  Nomor  yang diberikan kepada
wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai
tanda  pengenal  diri  atau  identitas  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan
kewajiban  perpajakannya.  NPWP  juga  digunakan  untuk  menjaga  keterlibatan
dalam  pembayaran  pajak  dan  dalam  pengawasan  administrasi  perpajakan
(Anastasia Diana dan Lilis setiawati,2009,hal 3).
c. Tingkat Perekonomian
Lemahnya tingkat perekonomian di Indonesia menyebabkan wajib pajak
telat dalam pelaporan SPT nya. Wajib pajak merasa keberatan untuk membayar
kewajibannya  dimana  banyak  harga  pokok  kebutuhan  semakin  tahun  semakin
meningkat.  Karenanya  tingkat  pendapatan  seseorang  dapat  mempengaruhi
bagaimana  seseorang  tersebut  memiliki  kesadaran  akan  ketentuan  hukum  dan
kewajibannya. Wajib pajak lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
dari  pada  untuk  membayar  pajak.  Penerimaan  pajak  merupakan  sumber
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penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan
secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyaraka.  Pada sisi
pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan pajak,
terutama PPh dan PPN.
Dapat dilihat dari perkembangan perekonomian Indonesia saat ini masih
belum  optimal  sehingga  berpengaruh  terhadap  ekonomi  wajib  pajak  maupun
masyarakat  lainnya.  Lemahnya  faktor  ekonomi  menyebabkan  menyebabkan





Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab
sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai
Analisi Pelaporan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Pada
PT. Mopoli Raya Medan adalah sebagai berikut :
a. Masih  ada  beberapa  karyawan  PT. Mopoli  Raya  Medan  yang  telat  dalam
pelaporan SPT tahunnanya.
b. Penyebab  wajib  pajak  orang  masih  ada  yang  telat  menyampaikan  Surat
Pemberitahuan Tahunan orang pribadi  yaitu  kurangnya tingkat  pemahaman
tentang  penyampaian  SPT  tahunan,  Kelalaian  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi
Untuk  Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Orang  Pribadi  dan
tingkat perekonomian.
B. Saran 
Dalam upaya mensukseskan  Pelaporan Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Karyawan Pada PT. Mopoli Raya Medan pada tahun yang akan
datang penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama disarankan untuk memaksimalkan sosialisasi
tentang  perpajakan  kepada  masyarakat  khususnya  kepada  karyawan  PT.
Mopoli  Raya  Medan  mengenai  sosialisasi  yang  berhubungan  dengan  cara
pengisian SPT, jangka waktu pelaporan SPT, serta sanksi yang diberikan jika
SPT tidak disampaikan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak
63
64
untuk  menyampaikan  SPT  tepat  waktu  karena  hal  ini  sangat  berpengaruh
kepada peningkatan penerimaan pajak.
2. Aparatur perpajakan harus lebih mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak
mulai  lalai  dalam  membayar  dan  melaporkan  pajaknya  dengan  selalu
memberikan  peringatan  kepada  wajib  pajak  yang  telat  dalam  membayar
ataupun menyampaikan SPT Tahunan. Surat teguran, surat paksa, dan  surat
sita  sebaiknya  segera  diberikan  apabila  wajib  pajak  lalai  tanpa  harus
menunggu tahun-tahun berikutnya agar penerimaan pajak yang diterima lebih
optimal.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian
tentang  penyampaian  SPT Tahunan  agar  menggunakan  sampel  yang  lebih
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